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KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : L& TAHUN 2001

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL

Menmmbang

Mengingat

—

KOTA SALATIGA
WALIKOTA SALATIGA,

bahwa dengari telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah Kota Salatiga, maka dipandang perlu
mengatur mengenai  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota
Salatiga;

bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Walikota;

Undang-undang  Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonasia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara RI
Nomer 3848) ;



ivienetapkan

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat !l Semarang.
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992
Nomor “*14, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 2500) ;

[

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuin 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3952) :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nemor & Tahun 2001

tentang Pembentukan Organisasi Linas Uaerah Koia
Salatiga. (Lembaran Daerah Tahun 2CC1 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA  TENTANG TUGAS POKOK

DAN FUNGS! DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN PENANAMAN MODAL KOTA SALATIGA.

2AB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

a. Daeran adalah Daerah Kota Salatiga;

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : //
b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
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(1)

(2)

3)

(4)

Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daersh
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal adalah Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Salatige;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal terdiri dari :
a. - Kepala Dinas ;
b. Bagian Tata Usaha ;
c. Sub Dinas meliputi :
1. Sub Dinas Perindustrian ;
2. Sub Dinas Perdagangan ,
3. Sub Dinas Penanaman Modal.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha, Sub Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas;

Bagan Organisasi  Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman
Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. ﬁ/



BAB il
TUGAS POKOK DAN FUNGSI!

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 3

Kanala Dinas mernunyvai  tugas pokok membanty  Walikota dalam
oenvelenggaraan Pemerintanan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan
dan penanaman modal.

Pasal 4

tUntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3
Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

-
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Jagian

Parumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian ;

Perenicanaan dan  penyusun  program di bidang  perindustrian,
perdagangan dan penanaman modal ;

Pembinaan dan pengembangan wusaha di bidang perindustrian,
perdagangan dan penanaman modal ;

Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang perindustrian,
perdagangan dan penanaman modal ;

 Pengawasan, moniorng dan  pengendalian pelaksanaan di  bidang

perindustrian, perdagangan dan penanaman modai ,
Pemberian fasilitas di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman
modal |

. Penyusunan  laporann  dan  evaiuasi pelaksanaan ftugas di  bidang

rarindustrian, perdagangan dan penanaman modal ;

Pengkoordinasian di bidang perindustrian, perdagangan dan penanaman
modali |

Promosi potensi daerah dalam bidang ekonomi ; |

Pelaksanaan teknis administratif dan fungsional.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Fasal 5

5
i

‘ata Usaha mempunyai fugas pokok memberikan pelayanan teknis

aamimstrat® meliputi urusan umum, kearsipan, periengkapan, kehumasan,
ketatalaksanaan, kepegawalan, pengelolaan keuangan, dan penyusunan
program serta mengkeordinasikan di lingkungan Dinas.



Pasai 6

Untuk menyeilenggarakan tugas pokok sebagamana dimaksud pada Pasal 5
Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi

Pelaksanaan rencana, program dan laporan serta pembinaan organisasi
dan tata laksana ;

Pelaksanaan urusan kepegawaian |

Pelaksanaan urusan ketiangan;

Pelaksanaan urusan ruman tangga ;

g Penyiapan bahan dan data daiam rangka pembinaan eknis fungsional.

o
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Pasal 7
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Bagian Tata Usaha terdiri dari

Sub Bagian Program, Pelaporan dan Evaluasi ;
Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangar |

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Qo8

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasai
N, diompin  oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal &
Luu Dagian  Program, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok

menyiapkan bahan rencana program, melaksanakan pengumpulan dan
pengolahan data, evaiuasi dan laporan.

Fasal 9

Sub  Bagian Kepegawaian dan  Keuangan mempunyai tugas pokok
elaksanakan urusan kepegawaian dan pengeiolaan keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok meiaksanakan
pengelolaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan. 0/



k.

Bagian Ketiga
Sub Dinas

Pasal 11

Sub Dinas Perindustnan mempunyal fugas pokok menyusun  rencana
orogram  teknis dan meiaksanakan pengembangan kegiatan usaha industri,
sarana dan prasarana perindustrian serta pengembangan hasil industri.

Pasai 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11
Keputusan ini, Sub Dinas Perindustrian mempunyai fungsi :

.

b.

%)

Parumusan kebijakan teknis meliputi usaha industri, sarana dan prasarana
serindustrian dan pengembangan hasil industri ;

F‘ enyusunan rencana program serta pengembangan teknis pada usaha
ndusti, sarana grasarana perindustrian dan pengembangan hasil industri ;
Pemberian petunjuk, pcnga.\fwaj. dan pembinaan teknis terhadap
nelaksanaan tugas venyelenggaraan usaha industri, sarana prasarana
perindustrian dan pengembangan hasil industri ;

Pelaksanaan dan penyeienggaraan usaha industri, sarana prasarana
perindustrian dan pengembangan hiasil industri |

Penyiapan penyusunan dan penyampaian iaporan pelaksanaan usaha
industri, sarana prasarana perindustrian dan pengembangan hasil industri ;
Pengkoordinasian kegieten di bidang industn sarana prasarana serta
pengembangan hasil industri ; ;

Pengawasan evaluasi dan pelapcran di bidang industri sarana prasarana

«erta pengembangan hasil industri.

Pasai 13

1Y Sub Dinas Perindustrian terdiri dari -

a Seksi Usaha industri
b. Seksi Sarana Prasarana Industri ;
c. Seks! Pengembangan Hasil inaustn.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

dipimpin seorang oleh Kepala, yang berada dibawazh dan bertangggung
jawab kepada Kepala Sub Dinas Perindustrian.

Pasal 14

Scksi Usaha Industri mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana
tekn's dan melaksanakan pengembangan usaha industri.



Pasal 15

Seks! Sarana Prasarana Ferindustrian mempunyai tugas pokok menyiapkan
banan rencana teknis dan melaksanakan pehgembangan pada sarana
prasarana perindustrian.

Pasal 16

Seks Pengembangan Hasil Indusiri mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan rencana teknis dan meiaksanakan pengembangan hasi industri.

Pasal 17

Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana teknis
dan melaksanakan pengenibangan kegiatan di bidang usanha perdagangan,
sarana prasarana perdagangan, dan perlindungan konsumen.

Fasai 18

Untuk menyeienggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17

Keputusan ini, Sub Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan petunjuk teknis dan penyiapan pedoman
pembinaan kegiatan dan perlindungan konsumen |

b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan

pengembangan bimbingan perdagangan dan perlindunigan;

Pamantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha dan

sarana perdagangan seqta pembuatan laporan |

d. Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang perdagangan
maupun dengan industi terkait dalam pembinaan kepada usaha kecil dan
menengan.

O

Pasal 19

(1) Sub Dinas Perdagangan terdiri dari :
Seksi Usaha Perdagangan,

b. Seksi Sarana Prasarana Perdagangan ,
¢. Seksi Perlindungan Konsumen.

w

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
dipimpin seorang oleh Kepala, yang berada dibawah dan bertangggung
jawab kepada Kepala Sub Dinas Perdagangan. g



FFasai 20

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas pokok meiakukan penyiapan
bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan
serta pemantauan dan evaluasi kegiaan di bidang usaha perdagangan.

Pasal 21

Geksi Sarana Prasarana Serdagangan mempunyal tugas pokok melakukan
Lenviapan vtahan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan hasil

usaha perindustrian.
Pasal 22

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pckok melakukan penytapan
vahan oimbingan teknis pembinaan_ dan pengembangan usaha dan sarana
perdagangan, perijinan, perlindungan konsumen, pemantauan dan evaluasi
serta peningkatan kerja sama dunia usana, Pemerntan Daerah dan instansi
iannya di bidang usaha perdagangan dan perlindungan konsumen.

Pasal 23

quh Ninas Penanaman Modal mempunyal tugas pckok mempersiapkan
prograin dan pemberian teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan
pengembangan sarana dan usaha penanaman modai.

Pasai 24

Untuk menyeienggarakan fugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 23
Keputusan ini, Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai fungsi :
2 Perumusan kebijakan teknis meliputi penanaman modal, perijinan,
oromosi penanaman modal |
b Penyusunan rencana program serta penyelenggaraan teknis di bidang
penanaman modal, perjinan, proimosi penanaman modal |
Pemberian petunjuk, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap
pelaksanaan tugas, penyelenagaraan penanaman modal, perijinan,
promosi penanaman modal ;
d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan serta pengembangan penanaman
modal, perijinan promosi penanaman modal |
Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan c<erta
penyelenggaraan penanaman modal, periiinan, promes! penanaman

inedal. (4

o



Pasal 25

(1) Sub Dinas Penanaman Modal terdiri dari :
a. Seksi Penanaman Modal ;
b. Seksi Perijinan ;
c. Seksi Promosi Penanaman Modal.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin
oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertangggung jawab
kepada Kepala Sub Dinas Penanarnan Modal.

Pasal 26

Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
rencana teknis dan meiaksanakan pengembangan sarana prasarana
perdagangan.

Pasal 27

Seksi Perijinan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana teknis
dan melaksanakan pengembangan perlindungan konsumen.

Pasal 28

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan rencana teknis dan melaksanakan pengembangan promosi
penanaman modal.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Penanaman Modal dengan keahlian bidang masing-masing;

(2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang
masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling
senior;
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(3) Jumiah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban
kerja;

(4) Pembinaan ternadap 1enaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan

peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 30

Kepala Oinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Walikota. '

Pasai 31

Dalam melaksanakan tugasnya, Kenala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha,
Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan
Fungsicnal wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan
simplifikasi secara vertikal dan hovisontal baik dalam lingkungan masing-
masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 32

1y Setap pimpnan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian,
Ferdagangan dan Penanaman Modal wajib mengkoordinir bawahannya
—asing-masing dan  memberikan  bimbingan serta  petunjuk  bagi
pelaksanaan tugas bawahannya,

2} Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing
dan menvampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
iaporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal yang secara
fungsiona! mempunyai hubungan kerja;

N
Nmr

4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan
bawahan, wajib diclah dan dipergunakan sebagai bahan penyusuinan
laporan lebih lanjut  untuk memberikan  petunjuk-petunjuk  kepada

bawahannya.



asai 33

Kevala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan
Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya
Kepala HBagen jata JUsaha menyusun laporan berkala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Penanamain Modal

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Fasal 34
1) Uralan tugas masing-masing jabatan pada Dinas Perindustnian,

FPerdagangan dan Penanaman Modal disusun berdasarkan hasil anaiisis
jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota,

2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Penanaman Modal ditetapkan dengan Keputusan
Walikota sesuai dengan ketentuzn peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 35

fangan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak
sesual dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. :

Pasal 35

Hal-hal fain yang belum oatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Waiikota. ,0/
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FPasal 37

<eputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan Waiikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada/fanggal 0257— /0 -6/

%

4WAII TA SALATIGA,

TOTOK MINTARTO 8
wndangkan di Salatiga &

‘vada tanggal XY~ /6~ RXCO!(
SEXRETARIS DAERAH KCTA SALAT!GA&(

b

=5

SEEDARMADI [‘

L EMBARAN DAERAH KOTA SALAT'GA TAHUN o0/ NOMOR 3}7
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